PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR | TaHUN 2009

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PROVINS] JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan D1 Rumah Sakit Jiwa Daerah,
Peraturan Daerah Prov.insi Jawa Tengah Nomor S Tahun
2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan D1 Rumah
Sakit  Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah omor 7  Tahun 2003 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan D1 Balar  Pencegahan Dan
Pengobatan Penyakit Paru, Balar Kesehatan Indera
Masyarakat Dan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi

Jawa Tengah sudah tidak scsuar lagr oleh karena itu
perlu ditinjau kembali,

bahwa dalam rangke pembaharuan sistem retribusi
daerah yang menc pada sistem yang sederhana,

adil, efektuf dan efisien yang sekaliqus sebagai upaya
peningkatan mut. pelayanan kesechatan kepada ma-
Syarakal dan pemngkatan pengapatan daerah, perlu
penggabungan  Puraturan Dacrah  tersebut  huruf  a
menjadi 1 (satu, »oroaturar tentang Retrtbusi Pela-

vanan Feeehat
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bahwa berdasarta oertiimbangan sebagaimana dimak-
sud huruf a dar~ .07 b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentans “oe Pelayanan Kesehatan Provinsi
Jawa Tengat

Undang-Undang 'z - (0 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Provinsi Jawa T angah

Undang-Undang fwomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang tomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengar Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentana Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Indonesia Nomaor a0

Undang-Undang  oomor 170 Tahun o 2003 tentang
Keuangan MNegare mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 MNomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia tiomor 4286):;

undang-Undang  "iomor 1 Tahun 2004 tentang

. Perbendaharaan fcgara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indanesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara P~publik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang "omor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  Dan Tanggung  Jawab
Keuangan Negara (L »mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 MNorv+ 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia *. mor 4400):
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OTCENG-LTIE T Lot o LY Tar Lo 004 tentang Prakuk
NSCONtaran  _omros v yegara Republih indonesia Tahun
2004 Nomor 116 Taw:ahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noma: 442

Undang-Undang ‘.o 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daeran  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200+ fiomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Homor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonr<ia Nomor 4844);

Undang-Undang i~ 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuange: Antara Pemernintah Pusal Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indocnesia Nomor 4438)

1. Peraturan Pemernintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Normor 4139);

Peraturan Pemenintat "lomor S8 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangar Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200S Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Peputiik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah flomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan  Antar  Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi Dan  Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Hom o 4737).

Peraturan Presiden omor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;



/ 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
' 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran /
Daerah Provinsi Java Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri
E Nomor 2) '

17. Peraturan Daerah  Proving Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 £
Nomor 1 Seri E Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Provins Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 6 Seri D Nomor .. Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah tomor 119, '

19. Peraturan Daerah Provins: Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
} . 2008 tentang Organisast Dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);

Dengan Persetujuan lersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Cage i PROVINST JAWA TENGAH

d(”‘
GUBERNUP i/ TENGAH
FIEUT e
Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS] PELA-

YANAN KESEHAT A PROVINSI JAWA TENGAH,

BAB |
KETENTUA:, nonee

- N . Paser
Dalam Peraturan Daerah in yang dimaks.o dongan

l. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengar

2. Pemerintah Daerah adalah Guberi,,r dan porangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintatar daoral
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Gubernur adalah Gubern.- Jav: T aah

Badan adalah sekumpuian cras; @ atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakuver 2" maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perserse  “arbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha i~ Negara atau Badan Usaha Milik

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persckutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang
sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan l.ainnya.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan
yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah
Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
untuk semua jenis penyakit dar pelayanan dasar sampai dengan sub
spesialistik sesuai dengan kemampuannya.

Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disebut RSID adalah
Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

untuk pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi gangguan jiwa sesual

peraturan perundang-undangan yanq berlaku.

Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat
dan Balai Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut BKPM,
BKIM dan BALABKES adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana operasional
Dinas dalam menyelenggarakan prlayanan kesehatan masyarakat.

Unit Cost adalah harga satuan dari setiap unit pelayanan yang
diberikan Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah,
Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat
dan Balai Laboratorium Kesehatan dengan memperhitungkan seluruh
biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan
volume layanan.

" N\u - '
710. Pelayanan Rawat Jalan adalah oelayanan kepada pasien untuk

observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasl

mental dan pelayanan kesehatan la:nnya tanpa tinggal di ruang rawat
inap.
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20.

. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk

observasi, diagnostik, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik,
rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan  lainnya dengan
menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

12. Pelayanan Rawat Darurat adalar pelayanan kepada pasien tingkat

lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/

menanggulangi resiko kematian  atay cacat, cidera diri atau
menciderai orang lain,

. Pelayanan Rawat sehar: (one day care) adalah pelayanan kepada

pasien untuk  observasi, perawatan, diagnosis,  pengobatan,
rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati
tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari,

Pelayanan Medik  adalah pelayanan  terhadap pasien  yang
dilaksanakan oleh tenaga medik

Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang
dilaksanakan oleh selain tenaga meoedik.

Tindaken Medk Operatif adala: tindakan pembedahan yang
menggunakan pembiusan umun pembiusan  lokal atau tanpa
pembiusan.

Pelayanan Medik Non Operatif adalal tindakan tanpa pembedahan.
Pelayanan Penunjang Medik iy pelayanan yang diberikan di
Rumah Sakit Umum Daerah Pu-iah Sakit  Jiwa Daerah, Balai
Kesehatan Paru Masyarakat, Balai - 2sehatan [ndera Masyarakat dan
Balai Laboratorium Keschatan (00 b menuniang penegakan diagnosis
" dan terapi.

Pelayanan Rehabilitasi  Medi Rehabilitast Mental  adalah
pelayanan yang diberikan oleh Uit “ehabilitast Medik dalam bentuk

pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/
prostetik, bimbingan sosial mediv, dan jasa psikologi serta rehabilitasi
lainnya.

Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di
Rumah Sakit Umum Daerah, Pumah Sakit Jiwa Daerah, Balai
Eés'ehatan Paru Masyarakat, Bala v sehatan Indera Masyarakat dan
Balai Laboratorium Kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan
dengan pelayanan medik.
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. Pelayanan Medik Gigi dan !

. Pelayanan Konsultas; Khusus adala

; Pemulasaraan/Perawatan Jenazal

‘dan  Balai Laboratorium Kesehatan  yang  dibebankan

Tulut adalah pelayanan paripurna meliputi
Upaya penyembuhan dan pemuiinan yang selaras dengan upaya

Pencegahan penyakit 9igi dan mulut serta peningkatan kesehatan glgi

dan mulut pada pasien di Pumat Sakit Umum Oaerah dan Rumah
Sakit Jiwa Daerah

1 pelayanan yang diberikan dalam
bentuk konsultasi psikiatri, konsultasi psikologi, konsultasi gizi dan
konsultasi lainnya, -

adalah kegiatan yang meliputi
Pe€rawatan jenazah yang dilakukar oleh Rumah Sakit Umum Daerah

dan Rumah Sakit Jiwa Daerah untuk kepentingan pelayanan
kesehatan, pemakaman dan Kepentingan proses peradilan.

Pelayanan farmasi adalah pelayanan penyediaan dan informas; obat,
Tarif adalah sebagian atau selyruh
pelayanan di Rumah Sakit Umum
Balai Kesehatan Pary Masyarakat,

biaya penyelenggaraan kegiatan
Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah,
Balar Kesehatan Indera Masyarakat

kepada
masyarakat sebagai imbalan alas pelayanan kesehatan yang diterima.

Jasa Pelayanan adalah imbalan  yang diterima oleh pelaksana
pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka
observasi, diagnosis, Peéngobatan, konsultas;, visite, rehabilitasi medik
~ dan mental atay pelayanan lainnya.
Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum
Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat,
Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan
atas pemakaian sarana, fasilitas dalam rangka observasi diagnosis,
pengobatan dan rehabilitasi .- i*dan mental atau pelayanan
lainnya,
Akomodasi adalah Penggunaan fasilitas Rawat [nap termasuk makan
di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balal
Kesehatan Paru Masyarakat, dan Bala Kesehatan [ndera Masyarakat.
Tempat Tidur Rumah Sakit Umyr Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah,
. *Balai Kesehatan Pary Masyaraka'  dan Bala Kesehatan Indera
" Masyarakat adalah tempat tidur varog tercatat dan tersedia di ruang
Rawat Inap.
Penjamin  adalah Oorang atau 3adan Hukum sebagal penanggung
Retribusi  Pelayanan Kesehatar A-:, pasien yang menggunakan/
-mendapat pelayanan di Rumals Sat Umum Daerah, Rumah Sakit
Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Yt Masyarakat, Balaj Kesehatan
Indera Masyarakat dan Balai | . - . um Kesehatan.
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Retribusi  Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Kesehatan
yang disediakan dan/atay diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah,
Rumah Sakit Jiwa Daerah, Bala. Xesehatan Pary Masyarakat, Balal
Kesehatan Indera lMasya-eka: zzn Bala Laboratorium Kesehatan
untuk kepentingan orang pribadi aiau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pnbadi atau badan yang menurut

peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi

Surat Ketetapan Retribusi Daeral: yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Ketetapan Retribe. ang ‘menentukan besarnya jumiah
pokok Retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daeral: yang selanjutnya disingkat STRD
adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi
yang harus dibayar oleh wajib Petribusi, baik pokok retribusi, bunga,
kekurangan pembayaran retribiw kelebihan pembayaran retribusj
maupun sanksi administras:.

Pembayaran Retribusi Daerah adaizh besarnya kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi dengan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah
ke Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas
waktu yang telah ditentukan.

Penagihan Retribusi Daerah adalar serangkaian kegiatan pemungutan
Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan,
Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban
untuk membayar Retribusi sesyua: dengan jumlah Retribusi yang
terutang.

Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib
Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat
Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar atau Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kadaluwarsa

. ~dan Retribusi lainrya yang masin thratang.

Kadaluwarsa adalah suatu alat unis.- memperoleh sesuatu atau untuk
dibebaskan dari suatu waktu te:tity dan atas syarat-syarat yang
ditentukan oleh Undang-Undari;

o
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40. Penyidikan tindak pidana adalan serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di tidang Retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

41. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat

atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB ]
PENYELENGGARAAN PE| AYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

r
Pasal .

Ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan terdiri dar: :
a. pelayanan kesehatan di RSUD:

b. pelayanan kesehatan di RSID;

C. pelayanan kesehatan di BKPM B¥I1 dan BALABKES.

Bagian Kedua
RSUD

Pasal 3
Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimara dimaksud dalam Pasal 2 huruf
a terdiri dari :

3. RSUD Dr. Moewardi Surakarta:
b. RSUD Prof. Dr. Margono Soekar)o Puir..okertc
¢. RSUD Tugurejo Semarang:
d. RSUD Kelet.
Bagian ket

RSI(

Pasal
Peny@lenggaraan Pelayanan Kesehatar 11 RSID sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf b terdiri dar!
3. RSID Dr. Amino Gondohutomo Sen = -
b. RSID Surakarta;

' ¢. RSID Dr. RM. Soedjarwadi Klaten

g L
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(1) Pelayanan Kesehatan 8Kpp Sebadaimana dimaksud dalam Pasal 2

(2)

(1)

huruf ¢, terdiri dari -

BKPM Wilayah Semarang;
BKPM Wilayah Pati:

BKPM Wilayah Klaten;

BKPM Wilayah Magelang; dan
BKPM Wilayah Ambarawa.

®anoow

Pelayanan Kesehatan BKIM dan BALABKES sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huryf ¢, berada d Semarang.

BAB ii,
PEMBI Ay s,

Pasal §

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab  dalam
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Biaya penyelenggaraan RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES
dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan
memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Biaya RSUD, R5JD, BKPM, BKIM dan BALABKES tidak dimaksudkan
untuk semata-mata mencari  keuntungan tetapi juga memper-
timbangkan fungsi sosial dan ditetapkan berdasarkan azas gotong

royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat
berpenghasilan rendah.

Biaya RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES untuk golongan yang
pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar
saling membantu melalyi suatu 1katan perjanjian tertulis antara
Direktur atau Kepala Balai dan penanggungjawab penjamin.

.,PeTﬂ“dérita/pasien rawat jalan dan ray. a ‘nap kelas I11, 11, I dan VIP di

RSUD, RSJID dan BKIM dikenakar it jasa pelayanan,

Pasien masyarakat miskin, orang terlariar, tahanan dan/atay kiriman
dari Dinas Sosial yang tidak ada PLianggung jawab biayanya, dirawat
di kelas III RSUD, RSID, BKPM cfan 8ty biayanya ditanggung oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah 1 serxh melalu RSUD, RSJD, BKPM
dan BKIM.



(7) Pasien tahanan Gapat dirawat d RSUD, RSID dan BKIM dikelas sesuai
{ + dengan permintaan pasien/penjaminnya dengan tarif sesuai kelas

perawatan  yang ditempatinya biayanya ditanggung  oleh
pasien/penjaminnya,

| (8) Pasien Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, pasien

miskin yang dijamin oleh pemerintah dan/atau lembaga penjamin
Iain‘nya beserta anggota keluarganya diberlakukan sesuaj dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Pemberian Jasa pelayanan kepada RSUD, RS)D, BKPM, BKIM dan
BALABKES sesuai dengan penerimaan Jasa pelayanan yang tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan besaran paling banyak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB |\
RETRIBUS]

Bagian Pertama
Nama, Obyek Dan Subyek Retribus

Pasea

Dengan nama Retribus; Pelayanan Keschatan dipungut Retribusi sebagai

pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan
BALABKES.

ID{::F-:'.-

il Obyek Retribusi adalah Peréyanan Kesenatan di RSUD, RS)D, BKPM, BKIM
| dan BALABKES.

Pasal

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan
Pelayanan Kesehatan di RSUD, RSID, BKPM, BKIM dan BALABKES.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal

il Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah Golongan Retribusi
8 Jasa Umum.




. Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 11

Tingkat penggunaan Retribusi dihiturg berdasarkan :
a. frekuensi pelayanan kesehatan:

b. jenis pelayanan kesehatan: dan

C.  kelas pelayanan kesehatan,

o pal 2ol ol

Bagian Keempat
A Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya
Tarif Retribus

Pasal |2

4 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
4  Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan
BALABKES dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh blaya
penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang besarnya diperhitungkan
atas dasar Unit Cost, dengan mempertmbangkan kontinuitas dan

pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas
keadilan dan kepatutan serta kompetic, yang sehat.

\2) Kornponen biaya yang dipakai sebagai dasar penghitungan Unit Cost
: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya ;
. a. biaya operasional;
b. biaya non operasional.

Paragraf
Tarif Retribusi RS

[
Fdsa

|(1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dikelompokkan menjadi
pelayanan :

a. rawat jalan ;

b. rawat darurat

C. rawatinap ;

d. rawat intensif.

) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehata: sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berdasarkan jenis pelayanar teriin dar
a. pelayanan medik/tindakan ma- -
b. pelayanan kebidanan:
C. pelayanan asuhan keperawat.:
d. pelayanan penunjang medit




e - —
T S

pelayanan rehabilitasi medi montal,
pelayanan gigi dan mulut;

pelayanan farmakoklinik/farm -

pelayanan penunjang non medk

pelayanan konsultatif khusus,

pelayanan kedokteran forensix dar medico legal;
pelayanan pendidikan, pelatihan can penehtian;
| pelayanan kesehatan lainnya

= gl { & A £

o it e

Pelayanan medik dan Pe€nunjang medik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diklasifikasikan menjad:

pelayanan sederhana/keci:

pelayanan sedang:

pelayanan besar:

pelayanan cangqih;

pelayanan khusus.

© a0 oo

“) Pelayanan sebagaimana dimaks.c pada ayat (3) dapat diklasifikasikan

menjadi sub klasifikas: dengan besaran tarip yang berbeda.

Eesarnya Tarnf Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I untuk RSUD Dr.
Moewardi Surakarta, Lampiran [l untuk RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Purwokerto, Lampiran [1I untuk RSUD Tugurejo Semarang
dan Lampiran IV untuk RSUD Kelet yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuaj dengan kebutuhan
masing-masing pelayanan tidak termasuk penggunaan obat, bahan
dan alat habis pakai sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 14

Kelas Perawatan ditetapkan sebagai berikut

a. Kelas Perawatan Non VIP, terdiri dari Kelas 111, Kelas 11 dan Kelas
L

b. Kelas Perawatan VIP, terdin dari ¥elas Utama, Kelas VIP A, Kelas

_ VIP B dan Kelas WIP.

Jumlah tempat tidur Kelas []] sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh
persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia




3) Standar fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur dengan berpe-
doman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau

menyesuaikan kemampuan masing-masing RSUD dengan standart
pelayanan minimal.

Pacal 15

[1) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik terapi, tindakan
medik dan radioterapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan
farmakoklinik/farmasi/obat serta pelayanan lainnya apabila ada

dibayar tersendiri sesuai dengan tarnf pelayanan sejenis dengan
ketentuan :

a. pelayanan rawat jalan :

1) besarnya biaya Pelayanan Rawat jalan sebesar tarif Rawat Inap
kelas I1 ,

2) besarnya biaya Rawat Jalan Paviliun sebesar tarif pelayanan
VIP,

b. pasien rawat darurat sebesar tarif pelayanan sejenis untuk rawat
inap kelas 11,

C. pasien rawat inap sebesar tarnf pelayanan sejenis sesuai dengan
kelas perawatannya;

d. pasien rawat intensif sebe<ar nif pelayanan sejenis sesuai
dengan kelas perawatannya

(2) Tarif Retribusi Rawat Sehari (One Day Care) di RSUD ditetapkan
sebaqgai berikut .

a. rawat sehari di IGD sebesar ketentuan tanf rawat inap kelas 11;
b. rawat sehari di Paviliun/VIP <obesar ketentuan tarif pelayanan
kelas VIP.

Paragraf 2
Tarif Retribusi #SID

Pasal 16
(1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatar = RSID dikelompokkan menjadi
pelayanan :
. & rawat jalan dan/atau after s
b. rawat darurat;
c. rawat inap;
d. rawat intensif;
e. rawat siang hari/gay care.
(2) Tarif Retribusi Pelayanan Keschatar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berdasarkan jems pelay e oerdhin dat



(3)

(4)

pelayanan medik/tindakan .

pelayanan asuhan keperawata:

pelayanan penunjang medi

pelayanan rehabilitasi medit 1, o tai,
pelayanan gigi dan mulut:

pelayanan farmasi:

pelayanan penunjang non med:

pelayanan konsultasi khusus:

pelayanan pemulasaraan/pera.v./atan jenazah;
pelayanan kesehatan lainnya.

T DO TP an oo

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diklasifikasikan menjadi :

a. pelayanan sederhana:

b. pelayanan sedang;

C. pelayanan canggih.

Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V untuk RSJD Dr.
Amino Gondohutomo Semarang, Lampiran VI untuk RSJD Surakarta,
Lampiran VII untuk RSIJD DOr. RM. Soedjarwadi  Klaten yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini.

Pasal

Kelas Perawatan ditetapkan sebagai berikut |

a. Kelas Perawatan Non VIP, terdiri dari Kelas [1I, Kelas II dan Kelas
i

b. Kelas Perawatan VIP, terdiri dari Kelas Utama, Kelas VIP A, Kelas
VIP B dan Kelas VVIP.

Jumlah tempat tidur Kelas 111 sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh
persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

Standart fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan/atau menyesuaikan kemampuan masing-masing RSJD dengan
standart pelayanan minimal.

T,

Paragraf
Tarif Retribusi BKPM, B 11 oy BALABKES
Pasal
Tarif  Retribusi  Pelayanan  Keoohal di BKPM dan BKIM

dikelompokkan menjadi pelayana:



|
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a. rawat jalan; .
b. rawat darurat ;
¢. rawat Sehari;

(2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

(3)

(4)

. ~pelayanan medik;

ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdir dari :
b. pelayanan penunjang medik dan non medik;
c. pelayanan konsultasi khusus;

d. pelayanan kesehatan lainnya;dan

Tarif Retribusi pelayanan kesehatan di BALABKES berdasarkan jenis
pemeriksaan terdiri dari :

a. jasa konsultasi; .

b. pemeriksaan penunjang;

¢. pemeriksaan laboratorium.

Pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan pemeriksaan
laboratorium sebagaimana dimatsus! pada avat (2) dan ayat (3),
diklasifikasikan menjadi :

a. pelayanan sederhana,

b. pelayanan sedang;

c. pelayanan besar,

d. pelayanan canggih.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diklasifikasikan
menjadi sub klasifikasi dengan besaran tarip yang berbeda.

Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan -ii BKPM, BKIM dan BALABKES
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
Lampiran VIII untuk BKPM Wilayah Semarang, Lampiran IX untuk
BKPM Wilayah Pati, Lampiran X untuk BKPM Wilayah Klaten, Lampiran
X1 untuk BKPM Wilayah Magelang, Lampiran XI1 untuk BKPM Wilayah
Ambarawa, Lampiran XIII untuk BKIM dan Lampiran XIV untuk
BALABKES yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 19

' (1) Kelas Perawatan di BKIM ditetapkan sebagai berikut ¢
Zar kelas umum;

b. kelas VIP.

(2) Standar fasilitas masing-masing helas Perawatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Balai dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(3)

(2)

Pasa: 20

Tarif Retribusi Pelayanan Kesariaian o 8KPH, BKIM dan BALABKES
meliputi jasa sarana dan jasa i-olayaran sesuar dengan kebutuhan
masing-masing  pelayanan  bordasarkan . peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

Jenis pelayanan/pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam

kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
oleh Gubernur.

Bagian Kelima
Wilayah Dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 21

Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.

Pejabat di lingkungan RSUD dan RSJD ditunjuk sebagai Bendahara
Penerimaan dan Pejabat di lingkungan BKPM, BKIM dan BALABKES

sebagai Bendahara Penerimaa’h Pembantu yang ditetapkan oleh
Gubernur.

Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan ~c2t Dacrah adalah Koordinator
Pemungutan Retribusi.

Bagian Kecnam
Tata Cara Pemunqutan

Pasal 22
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi

Pasal 23

. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
- waktihbagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan Kesehatan di
RSUD, RSJID, BKPM, BKIM dan BALABKES



) Bagian Kedelapan
Kadaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi
Karena Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 24

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajb Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.

Kadaluwarsa penagihan Retribus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh apatila :

a. diterbitkan surat teguran : atau

b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

Pasal 25

)- Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang

tercantum dalam SKRD dan STRD vyang tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal
dunia dengan tidak meninggalkan harta waris dan tidak mempunyai
ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan

atau karena untuk melakukan penaaihan sudah kadaluwarsa.

Untuk memastikan keadaan Wapnt “etribust sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus dilakukan pemariksaan ditempat Wajib Retribusi,
sebagai dasar menentukan besarnya Petribust yang tidak dapat
ditagih.

Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
dilakukan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), atau setelah adanya penelitian administrasi
mengenai kadaluwarsa penagihan

Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), setiap akhir tahun takwin Gubernur membuat Daftar
Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi nama
wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribus_;i yang
telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai wajib
Retribusi.

Dalam hal daftar penghapusan piutana sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) lebih dari Rp. 5.00C.000.000,- (lima miliar rupiah) Gubernur
menyampaikan usul kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada
setiap akhir tahun takwim.

Gubernur menetapkan Kepulusan Pernahapusan Piutang  Retribusi
yang telah kadaluwarsa.




(2)

7) Tata Cara Penghapusan Piwtang Petribust diatur dengan Peraturan

Gubernur.

v

Pagal

1) Pembayaran Retribusi disetorkan ke rekening kas umum daerah atau

di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES tempat Pelayanan

Kesehatan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dalam hal pembayaran dilakukan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan
BALABKES tempat Pelayanan Kesehatan, maka hasil penerimaan
Retribusi harus disetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas

umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas
tersebut diterima.

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan secara tunai/lunas.

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
tanda bukti pembayaran.

Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dicatat dalam buku penerimaan

Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
Gubernur.

Tata Cara pembayaran Retribusi ¢hatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Penerimaan Retrnibusi
Pasal .

Penerimaan Retribusi Pelayanan ~SUD, RSJD, BKPM, BKIM dan
BALABKES terdiri atas jasa sarana dan 1asa pelayanan.

Jasa pelayanan dikembalikan kepads 2SUD, RSID, BKPM, JKIM dan
BALABKES secara keseluruhan.

Jasa pelayanan sebagaimana din -« @ pada ayat (2) diberikan paling
lama akhir bulan berikutnya.



: (4) Khusus penetimaan Jasa pelayana: yang melebihi target dan/atau
pada akhir.tahun berkenaan ho. ;- ncairkan, maka diberikan pada
tahun anggaran berikutnya

(5) Penerimaan jasa pelayanan sebagannana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan sistem remuneras yang ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.

l (6) Besarnya remunerasi diatur dengan Keputusan Direktur/ Kepala Balai.
|

Bagiar Kesebelas
Penagihan Retribusi

|
!
‘ a Pasal 28

{ } (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusl,

dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) harr wetelah tanggal Surat Teguran
atay.Surat Peringatan atau Surat 'ain yang sejenis, Wajib Retribusi
harus melunasi Retribusi terutang.

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur,

Bagian Keduabelas
Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal G

(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan,  kennganan  dan
pembebasan Retribusi.

2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur.

VN - " Bagian Ketigabelas
T : Sanksi Admiristrasi

Pasal 20

" felam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
urang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar
|% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang,
4 eng-tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

1L
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1) Pejabat Pegawai Negeri Sipi| tertenty d lingkungan Pemerintah
Daerah diberi Wewenang khusys sebagai Penyidik untuk melakukan
Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Umdang Hukum Acara Pidana vang berlaku.

2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

d. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti dengan
peraturan perundang-undangan yang berlakuy, keterangan atau
laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang

Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
| lengkap dan jelas; '

I! D. meneliti, mencar; dan mengumpulkan keterangan mengenaj
| orang pribadi atay badan tentang kebenaran perbuatan yang
" dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

C. meminta keterangan dan bahan  bukti darj Orang pribadi atay
| badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi:

d. memeriksa buku-bukuy, Catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain yang berkenaan dengan tindak pidana dj bidang Retribusi:

| | €. melakukan penggeledahan yuntyk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan do.L;umen-dokumen lain, serta
melakukan Penyitaan terhadap bahan bukti tersebut :

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribysi ;

9. menyuruh berhenti dan atauy melarang seseorang meningqgalkan
ruangan  atau tempat  pada Saat  pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa dentitas Orang den atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksyd huruf e:

h. memotret Séseorang .yang berkaitan dengan tindak pidana dij
bidang Retribusi:

are —paegg e

I memanggqil S€5e0rang  untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka ata, saks:

J. menghentikan penyidikan:

; k. - melakukan tindakan lain Yang perlu untuk kelancaran penyidikan
| tindak pidana di bidang Retribys; menurut Hukum yang berlaku,

1 4 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalu Penyidik  Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, <esyai dengan Ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yanq berlakuy.




| Wajib Retribus; yang tidak melaksanakan Kewajiban,
keuangan Daerah di ancam pidana kurungan pali

sehingga merugikan
atau denda paling banyak 4 (empat)

ng lama 6 (enam) bulan
kali jumlah Retribusi yang terutang,

BAB \'vHIJT
KETENTUAN | A] N-LA]N

li\‘

Pasal 33

(1) RSUD, RSID, BKPM, BKIM dan BALABKES dapat melakukan kerjasama
dengan Pihak Ketiga.

12) Kerjasama sebagaimana dimaksyg pada ayat
| ikatan kerjasama yang disepakati oleh p
BKIM dan BALABKES Serta Pihak Ketiga se
dari Gubernur.

(1) dilaksanakan melalui
ihak RSUD, RSID, BKPM,
telah mendapat persetujuan

13) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksyud pada ayat (2),
| dilaksanakan  sesya dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yanq berlaky.

EUD, RSID, BKPM, BKIM dan BALABKES yang telah ditetapkan menjadi

dan Layanan Umum Daerah, pola pengelolaan keuangan di RSUD,
'LSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES dilaksanakan sesyaj dengan ketentuan
kraturan Perundang-undangan yang berlaku,

BAB VII]
’1 KETENTUAN PERALIHAL

Pasal 35

| ia saat Peraturan Daerah ini mulaj berlaku,
f~iayanan_ kesehatan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES yang

um diatur dalam Peraturan Daerah  ini, diatur dengan Peraturan
lllbernur  setelah mendapatkan pertimbangar dar Pimpinan Dewan
| wakilan Rakyat Daerah

apabila ada pengembangan
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PENJELAG T,
ATAS .
PERATURAI DAEPAH PR(Y, "+ JAV/A TENGAH

HOMOR | Tt 2009
TENT ot

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH

UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan
Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah juncties Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2003
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Jiwa Daerah,
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Daerah dan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Di Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit
Paru, Balai Kesehatan Indera 'Masyarakat Dan Balai Laboratorium

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai 1agi oleh karena
itu perlu ditinjau kembali.

Selanjutnya dalam rangka pembaharuan sistem retribusi
daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan
efisien yang sekaligus sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan
kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah,
perlu penggabungan Peraturan Dacrah tersebut diatas menjadi 1

~(Satu) pengaturan tentang Retribusi P~iavanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hai t:rw:but diatas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribus Pelayanan Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah.

Sl
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F-SAL DEMI PASAL

2z Z
; Cukup jelas.
Pasal 3
i Cukup jelas.
Pasal 4
i Cukup jelas.
%sal S
| Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5S)
Cukup jelas
Ayat (6)
Yang.. dibiayai oleh  Pemerntah  adalah pasien
masyarakat miskin yang terdaftar sebagal peserta
JAMKESMAS  dan yang dibiayar  oleh  Pemerintah
Daerah adalah pasien masyarakat miskin termasuk
quota yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran di masing-masing RSJD RSUD, BKPM, BKIM
dan BALAPKES
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
3sal 7
Cukup jelas.
sal 8 .~
Cukup jelas.
ssal 9
Cukup jelas.




Pasal 10

Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Umum” adalah
pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum

serta dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau badan.
Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Frekuensi Pelayanan” adalah
jumlah pelayanan pemeriksaan tindakan kesehatan
kepada setiap pasien dalam 1 (satu) hari.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ™“Jenis Pelayanan” adalah
pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan

pelayanan yang diberikan oleh RSUD, RSID, BKPM, BKIM
dan BALABKES. ‘

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “Kelas Pelayanan” adalah
pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan

pelayanan yang diberikan oleh RSUD, RSID, BKPM, BKIM
dan BALABKES.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Ayat (1)
i o Huruf a
' ' Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas

; - Huruf d
| Termasuk  pelayanan rawat  intensif  adalah
,: pelayanan intermedie!.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢ |
S Cukup jelas.
e Huruf d
Cukup jelas.
| Hurui e
’ Cukup jelas. -




Huruf {
Cukup jelas.
Mot 9
Coripjelas
Huruf b .
Cukup )elas.
Huruf
Cukup jelas.
Huruf ) .
Cukup )elas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf | _
Yang dimaksud dengan ‘“pelayanan kesehatan
lainnya” adalah Pelayanan Kesehatan.baik medis
atau non medis diluar pelayanan sebagaimana
dimaksud huruf a sampai dengan huruf k, antara
lain  pelayanan ambulans/mobil jenazah, Surat
Keterangan dan penyewaan lahan (parkir, lapangan
tenis, gedung).
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelayanan sederhana/kecil”
adalah pelayanan medik, penunjang dan pelayanan
kesehatan lainnya dilakukan tenaga kesehatan yang
berhak dengan bahan yang lebih mahal dari
katagori sederhana/kecil dan sesuai penyakitnya.
Huruf b :
Yang dimaksud dengar “pelayanan sedang” adalah
pelayanan medik, penunjang dan pelayanan
kesehatan lainnya dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari
katagori sederhana/kecil dan peralatan yang lebih
- dari katagori sederhana <erta sesuai penyakitnya.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “pelayanan besar” adalah
pelayanan medik, penunjang dan pelayanan
kesehatan lainnya dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari
katagori sedang dan peralatan yang lebih  dari
katagori sedang scria socsiar penyakitnya.




Huruf e

peralatan canggih.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup )elas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
| Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

! Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Termasuk Pelayanan  Rawat
~ Pelayanan Intermidict
) Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

i

Intensif

Huruf d
Yang dimaksyc et ‘pelayanan canggih” adalah
pelayanan  meci. Heiunjang - dan  pelayanan

kesehatan lainnya dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari
katagori besar dan peralatan yang lebih dari
katagori besar serta sesual penyakitnya.

Yang dimaksud dengan “pelayanan khusus” adalah
pelayanan  medik, penunjang dan
kesehatan lainnya dilakukan oleh ténaga kesehatan
ya8ng berhak dengan bahan yang lebih mahal dari
katagori besar dan peralatan yang lebih dari
katagori besar serta sesuai penyakitnya,
yang dilakukan oleh Iebih dari 2 (dua) orang tenaga
profesi kesehatan Jiwa atau dengan menggunakan

pelayanan

adalah



Huruf b

y ‘ Cukup jelas
urui ¢

Cukup jelas.
Huruf o

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas '
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jelas.
Huruf )

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan
lainnya” adalah Pelayanan Kesehatan baik medis atau
non medis diluar pelayanan sebagaimana dimaksud
huruf a8 sampai dengan huruf i, antara lain pelayanan
ambulans/mobil jenazah, Surat Keterangan dan
penyewaan lahan (parkir. lapangan tennis, gedung).

Ayat (3)

b Huruf a

; Yang dimaksud dengan “pelayanan sederhana”
adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara
sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli

: khusus.

Huruf b

; Yang dimaksud dengar “pelayanan sedang” adalah

i pelayanan kesehatan yang memerlukan tenaga ahli
khusus.

; Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “pelayanan canggih” adalah

, pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan

| peralatan canggih dan memerlukan tenaga ahli

khusus lebih dari : (satu} tenaga ahi.

; Ayat (4)

~ Cukup jelas.

| Pasaf17"

? Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat(Z)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksyud dengan pelayanan "sederhana” di
BKPM dan Bkjp.1 adalah pelayanan medis tanpa
-tindakan operayf atau tindakan Operatif anestesi
topical.

Yang dimaksud dengan pelayanan "sederhana” di
BALAPKES adalah pelayanan dengan secara
Pe€mMeriksaan kuahtan:

Huruf b

Yang dimaksuyc dengan  pelayanan "sedang” (i
BKPM dan BKIM adaiah pelayanan medis dengan
tindakan operatf dengan anestes; lokal.

Yang dimaksud dengan pelayanan "sedang” dj

BALAPKES  adalah pelayanan dengan secara
kuantitatif.

Huruf ¢

Yang cdimaksuyg dengan pelayanan "besar” di BKPM
dan  BKIM aglalah pelayanan medis yang

memerlukan penunjang  medis dengan tindakan
operatif.

Huruf d

| Yang dimaksud dengan pelayanan “canggih” di
’ BKPM dan BKIM adalah pelayanan medis yang
memerlukan peralatan canggih.

Yang dimaksud dengan pelayanan “canggih” dj
BALAPKES adalah pelayanan dengan pemeriksaan
Secara kuantitatif dan peralatan canggih.

Ayat (4)
Cukup jelas,
Ayat (S)
Cukup jelas:
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
- Ayat (1)
Tempat Obyek Retriby=: tdat selalu harys sama dengan
tempat wajib retribys:



Ayat 2

:T 0 ZETIETE0: Zztzc vz zaaish
"ITZTILTIue untus menerima,
=" Tenatausehekan dan
~"32020730 Lang pendapatan daerah

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Ayat (3)
Koordinator pemungutan  retribusi ikut serta dalam

memberikan bimbingan pemungutan, penyetoran,
pembukuan dan pelaporan.

-t

-

.
L)

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang  dimaksud dengan  “dokumen  lain yang
dipersamakan” adalah suatu dokumen yang menentukan
besarnya jumiah poko: ratribust sebagai pengganti SKRD,
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24 -
Ayat (1) °
Saatl kadaluarsa Privadtan retnbus e perly ditetapkan
untuk  memberikar »epastian hukum kapan utang
retribusi tersebut ticios “apat ditagih lag.
Ayat (2)
Huruf a
Dalam hal diterbekan surat teguran, kadaluarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian
surat teguran tersobut.
Huruf b
Pengakuan utang retribys, secara langsung adalah
WaJib retribusi dengan kesadarannya menyatakan
- masih  mempunya utang retribusi dan belum
melunasinya kepada pemerintah daerah.
Pasal 25 '
Cukup )clas.
Pasal 26
..Cukup jelas.
.Paval- 27
Cukup jelas.



Pasal 28

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “surat lain yang sejenis” adalah
Surat yang dipersamakan dengan surat teguran dan surat
peringatan sebagai pengganti dari surat teguran dan
surat peringatan. |

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan
untuk mendidik wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban-
nya dengan tepat waktu. '

“Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37 :

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas. \
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LAMPIRAN "

PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAIUKR 2089
TANGGAL 1 JANUARY 2009
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
; PROVINS! JAWA TENGAH
i RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
| 1 INSTALASI RAWAT JALAN ‘
KATEGORI PELAYANAN AR RET
Js Sarana Js Pelayanan Jumliah _
Non VIP (Jem Kerja) 10.000 10.000 20,000 ,
vie Siday, . 15,000 35,000 50,000 '
VIP SORE (diluar jam kerja) 15,000 50,000 65,000
Rekam Medik Pasien Baru 2,500 2.500 5,000 ¢
Rekam Medik Paslen Baru VIP 5 000 5.000 10.000
Rekam Medik Paslen Lama 1,500 1,500 3,000y
Rekam Medlk Paslen Lama VIP 2,500 2.500 5,000
Catatan : Konsul Rewat Jalan hanya dikenakan jasa pelayanan
LI INSTALASI GAWAT DARURAT
A.I1GD RSMS
TARIP
KATEGORI PELAYAN:AN - Js Sarana | Js Pelayanen Jumish KET
Pemerikssan dokter Umum 15.000 15.000 30.000
Pemeriksaan dokter spesiahs 15,000 30,000 45,000
Rekam Medik Pasien Bary 5.000 5.000 10,000
Rekam Medik Pesien Lama 2.500 2.500 5.000
Catatan :
Untuk konsultasl per telp jasa sarana dan jasa pelayanar 3% ™
B. IGD PAVILLIUN ABIYASA
TARIP
"KATEGORI PELAYANAN Js Sarana Js. Pelayanan Jumiah KET
Pemaeariksaan Dr. Umum 20,000 20,000 40,000
Pemeriksaan dokter spesiale 40.000 40,000 80,000
Rekam Medlk Paslen Bary 7,500 7.500 15,000
Rekam Medik Paslen Lama 5.000 5.000 10.000
Catatan : :
Untuk konsultasi par telp jasa sAzana dan jasa fravaran 2% %
il INSTALAS] RAWAT INAP
TARIP
KATEGORI PELAYANAN Js Sarana | Js Pelayanan Jumiah KET
Pelayanan Rawat Inap
- Kelas, i, 55,000 55,000 110,000 4
- Keiss 1l 75.000 75.000 150,000
- Kelas | L 100.000 ; 100.000 200,000 W
- Kelas Utama - (&% . 125.000 | 125,000 250,000 ¥
- Kelag\aP B ' 150 000 | 150.000 300,000 '
- Kdias VIP A & ODC. | 175006 . 175 000 350,000 >
- Kelas VP 256 60C 250 000 500.000
Rekam Medik Non VIP 5 €O 5000 10,000
Rexam Medik VIP RO '2 500 25.000
Konsultan . : N ‘i
Rewat Gabung bayl baru lahie | j888 sarara ca~ nal sabeaar S0 % anf pergwatan Ibu
Keterangen :

‘Jasa pelayanan konsulan adatan 80 7% 44

AN LR VY

e



KATEGORI PELAYAN. _ TARIP KET
¢ %armta . Tepynrp  Jumigh
[P L alEl Toacl AT 41 IR AAN o A A A
S2ent Imtera ¥
- Kelas Non VIF PR PR AL U0
- Kelas VIP 250.001. | 50.000 500,000
Konsultan } 55.000 | 55,000
. PELAYANAN MEDIK/MINDAKAN MEDIK
A. TIHDAKAN MEDIK OPERATIF
1. TINDAKAN MEDIK DENGAN ANESTES!I LOKAL
r KATEGORI PELAYANAN/ TARIP ET
TINDAKAN ._ 1. Js Samna | Js Palgyanan Jumlah
SEDERHANA A
- Kolas Non VIP 85 00C 85.000 170,000
- Kelas VIP 125 006 125 000 250,000
SEDERHANA B i |
- Kelas Non ViP | 170.000 | 170.000 340,000
- Kelas VIP 250 00C . 250 000 500,000
SEDERHANA C :
- Kalas Non VIP 250.000 \ 250,000 500,000
- Kelas VIP 375.000 375.000 750,000
2. TINDAKAN MENIK DENGAN ANESTES! UMUM
KATEGORI PELAYANAN/ TARIP KET
TINDAKAN Js Sarana | Js Pelayanan Jumiah
TINDAKAN MEDIK SEDERHANA : :
- Kelas Non VIP ‘ 195.000 195,000 390,000
- Kelas VIP 305 000 305 000 610.000
TINDAKAN MEDIK KECIL '
- Kelas Non ViP ! 500 000 500 000 * 000.000
- Kelas V1P 750 000 750.000 1,500,000
TINDAKAN MEDIK SEDANG
- Kolas Non VIP 1.000 000 1 000 000 2.000.000
- Kelas VIP 1 500 000 | 1 500 000 3.000 000
TINDAKAN MEDIK BESAR !
- Kelas Non VIP 1.500.000 | 1.500.000 3.000,000
- Kelas VIP i 2250000 2250000 4.500.000
TINDAKAN MEDIK CANGGIH ] !
- Kelas Non VIP ! 2.250.000 2.250.000 4,500,000
’ - Kelas VIP 2 500 000 2.500.000 5.000.000
TINDAKAN MEDIK KHUSUS
- Keiaa Non VIP 2.000.000 3,500,000 5,500,000
- Kelas VIP 3.000.000 5.250.000 8.250,000
CATATAN:

1. AHP GhRung raendn s6sud L A AUNAN N

2 Tedehan CITO. bleys ambal I5% A 1888 DOlayena~
| 3 TIndakan Medh Wt 38N FANOON iRt AAN 4 JAM JA8A $A°8°5 Y% fna amer T AmBAS AN

i 4 Unrha MM AL [WAYAARS MAAYALHA AN ARAGA~ Y aar
"




C. TINDAKAN MEDIK NON OPERATII

KATEGORI PELAYANAN/ . - TARIP KET
TINDAKAN |__Js Sarana | Js Pelayanan Jumlah
TINDAKAN BEAUTY CENTER : " ;
1. LASER I ©25900 ¢ 125.000 250,000
2. LASER DINGIN i 36500 125 000 250.000
3. COUTER !
- Kelas Non VIP I 60.000 60.000 120,000
- Kelas VIP 75000 75.000 150,000
4, BODY SPA i 50.000 | 50.000 100.000
5. BODY SLIMMING hepac 100 000 200.000
6. AKUPUNTUR : .
- Kelas Non VIP : 5000 15.000 30,000
- Kelas VIP I 200001 20,000 40.000
TINDAKAN MEDIK NO SEDERHANA A :
« Kelas Non \VIP 2 500 12.500 25.000
« Kelas VIP . 20000 20 000 40.000
TINDAKAN MEDIK NO SEDERHANA B8 !
- Kelas Non VIP 25000 | 25,000 50,000
- Kelas VIP 37530 | 37.500 75.000
TINDAKAN MEDIK NO SEDERHANA C i
« Xelas Non VIP 50 000 | 50.000 100,000
- Kelas VIP T500C 75.000 150,000
TINDAKAN MEDIK NO KECIL i |
- Kelas Non VIF 212500 ! 212.500 425,000
- Kelas VIP 212,500 | 312,500 625,000
TINDAKAN MEDIK NO SEDANG : i
- Kelas Non VIP ' 425000 ; 425,000 850,000
- Keolas VIP A6 OO0 /25 000 1 250.000
TINDAKAN MEDIK NO BESAR , '
- Ketas Non VIP , 225 900 | 625,000 1,250,000
- Kelas VIP ! %37 50C ¢ §37.500 1,875,000
TINDAKAN MEDIK NG CANGGIH : '
- Kelas Non VIP i 1 000.000 | 1.000.000 2.000,000
- Kelas VIP [ * 500 000 1.500.000 3.000.000
TINDAKAN MEDIK NO KHUSUS | :
- Kelas Non VIP | 1 000.000 1.500.000 2,500,000
- Kelas VIP ; 5.500.000 ! 2.250,000 3,750.000
Cotatan :
1. Tindehan medik NOKN 0peratt yasng menggunassn a~aatae. ym., = a*a. ‘AQIAAT MAs A DDAl dan AMP
GIRLAG NFEeNaIN sasusl Gengen RODUIUNEA A/ par
2 Tindakan CITO, biays dwmben 33% 0an jasa palavana-
3 Untik pasien pribadh, [#3A DNAYANAR MANYAIUAB AN Ja-GAn s atas 1
4 Tmdanan Beauty Center urus SANAT ARTARD CA" DA~ sarmag s At cam 4 naea
V. PELAYANAN KEBIDANAN
KATEGORI PELAYANAN/ T TARIP KET
TINDAKAN - | _Jase Serana | Js Pelayanan Jumlah
A PERSALINAN NORMAL | i
- Kelas Non V1P ' 590 000 500.000 | 1.000.000
- Kelas VIP AL Sk’ 750 00C 1 500.000
B. PERSALINAN PATOLOGIS ‘
- Kelaa Non VIP *5200C . 7 50.000 1.500,000
.. NKeles VIP Wy e ano 0o 1,800,000
C. PERSALINAN DG. TINDAKAN
- Kelas Non VIP 375000 875.000 1,750,000
- Kolas VIP 1425000, 1,125.000 2,250,000
D. Resusitas] bayl baru lahlr Sabenar 35% darl tarlf tindakan persaiinan

Cotatan ¢

Tindakan CITO, ayn dea~tas 26N A= aea tev,a




CNDARAN MEDIES GG MU

TRWATL GO PEVA Pt semsemsmmn S TR
TlND‘\K“\;, . A X IR B R B an.anps Tarlahn KET
SIN_MIATAN SO ) -
TLTIFLRC seTer T
veips o TT
. a2 = -\.
Tamoamn Temp Arma AT &
- Kelas Non VIP A - S
. Kelas VIP e A
Tumpatan Tetap Amaiga— tes<a’ | ‘
- Kelas Non VIP : ‘ 3680 35000 ! 60.000
- Kelas VIP ! 4t ot 4% 000 l Q0 000
Tumpatan Tetap Kompos:t aia.. T : '
lonomer kedi! : :
- Kelas Non VIP ! 25 00 25000, $0.000
. Kelas VIP ' 28 006 15 000 | 70.000
Tumpatan Tetap Kompos: aln.. D any !
lonomer besar . ' '
- Kelas Non VIP ’ 25000 35 000 | 70.000
- Kelas VIP ; &5 000 Y ! 100.000
Fissurre Sealant setap QG :
. Kelgs Noa V1P 25004 00 40.000
| -KelasVIP . B T E U . R 50,000
{
| 8. PENCABUTAN GIG! \ 5
Pancabutan gigl susu i ‘
. Kelas Non VIP , | RS £ 000 | 30.000
. Kelas VIP : : NN 22800 . 45 000
Pencabutan Qigl fetap tanpa » =~ Ac .
. Kelas Non VIP 10 350007 60.000
. Kelas VIP . a6 At at 00’ a0 000
PancCADUIAN Q01 GANQAS &~ [ = ot
. Kelas Noa VP ' LIV 5 000 120 000
. Kelas VIP Sl TA00m 76,000} ... 150,000 -
C. PERAWATAN SALURAN AKAR _
Preparasi saluran aka’ : ’
- Ketas Non V1P i 10 500 ! 10 000 20.000
- Kalas VIP ‘ *£ 000 | 15 000 | 30.000
Pengisian saluran aka’ ; ; i
- Kelas Non VIP ' 35000 | 35.000 70,000
- Kelas VIP l 50 000 | 50 000 100,000
0. PEMBERSIHAN KARANG GIG! i
Dengan Alat Manus! !
- Kelas Non VIP 30 000 30.000 60.000
. Kolas VIP 45 000 ! 45 000 90,000
Dengan Uttrs Sonic Scealet X
- Kelas Non VIiP 35000 | 35.000 70,000
. Kelaa VIP 53 200 ° 50 000 100.000
Trepanas! Qigi ‘
. Kelas Non VIP ‘ 0 000 | 10,000 20,000
- Kelas VIP 1 £ 07 | 15000| 30000
Incis| abses intra orai : )
--KeTQ‘ Non VIP ' 38 U008 35 00C | 70.000
" Kelas VIP i e Qnn 50 000 | 100.000
Reposisi dislokas: manc:Dusa ) i
. Kelas Non VIP : 26 €00 25 000 \ 50.000
l . Kelas VIP ' 40 005 40 000 80.000

e - 2 o0 Brasg RS

wititine & wbd



KATEGORI PELAYANAN/

T —_TARIP WET
TINDAKAN X !_Js Sarama s Palayanan | Jumiah
E. OPERASI
Odontectomy !
- Kelas Non VIP 175 000 - 175,000 350,000
- Kelas VIP 250 000G 250 000 500,000
Cystectomy ; i
- Kelas Non VIP : 175000 175.000 350,000
- Kelas VIP ; 250 P00 ¢ 250.000 500,000
Mucocele i '
- Kelas Non ViP ! *25 000 ¢ 125 000 250,000
- Kelas VIP *85 000 , +85 000 370.000
Ranula :
- Kelas Non VIP 75000 | 175.000 350,000
- Kelas VIP ; 250 000 | 250 000 500.000
Frenutectomy/ Operculector:y [ |
- Kalas Non VIP 75 000 | 75 000 150,000
- Kelas VIP $12 500 . 112.500 225.000
Paket fiksast rehabiltas: fraktur rararg : l
single/simpie per rahang \
- Kelas Non VIP 500 000 I 500.000 1.000,000
- Kelas VIP 750 000 | 750 000 1,500,000
Pakef ficaesl rohablitast fraktur (ansng . i
muliple/complicated per mhang i
- Kelas Non V1P . ' 500.000 l 500 000 1.000.000
- Kelas VIP ! 1750000 ; 750,00C | 1,500,000 -
F. PERAWATAN ORTHODONS! (IMERAPIKAN '
GIG1) ,
Alat cekat standar pnt cananq ;
- Kelas Non ViP RGO AON D00 ' 500.000
- Kelas VIP e Lita e * 200 000 2.400.000
Kontrol Ortho
- Kelas Non VIP . 43000 40 200 80.000
- Kelas IP ; 42 00C 50 000 120,000
Pemasangan bracket / band lopas {
- Kelas Non VIP : 2250C 22 500 45,000
- Kelas VIP ; 1800C 15 00C 70.000
Penggantian dan pemasangan brackot ! .
band yang rusak / hitang : ‘ ]
. Kelas Noa VIP } 45.000 | 45.000 90,000
- Kelas VIP | 90 000 ‘ 45 000 135,000
Retalnar 1 rahang
- Kelas Non VIP ' 100 000 100,000 200,000
- Kelas VIP 150 000 150 000 300,000
Peninggl Gighar :
- Kelas Non 1P ; 190 000 ¢ 100000 | 200.000
« Keles VIP ' 53 200 | 15C 000 | 300.000
CATATAN:

1 Tortt bndahan A stas DoA™ 1amas b AMD gan gine =2 tataan = -

2 Tindaken CITO Dave damnas YN 2a~ ada 2aa.at o

AAS A rat 0 g o



Vill. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOG!I KLININ

KATEGORI PELAYANAN/ N T AR P e
TINDAKAN ..M Jds Satana | Js Pelayanan | Jumlah
SEDERHANA |
- Kelas Non ViP ' "t 500 4500 | 15.000
- Kelas VIP . i €250 17.500
KECIL »
- Kelas Non VIP t4 00C 5 000 20.000
- Kelas V1P 158 2000 | 27.500
SEDANG A . l
- Kelas Non VIP 22 750 750 32,500
- Kelas VIP 25 280 . ©1 250 37.500
SEDANG B i
- Kalas Non VIP ) : 25500 ¢ 11 400 38.000
- Kelas VIP i 28407 "2 800 42.000
BESAR l i
- Kelas Non VIP i 31500 | 13 500 45,000
- Kelas VIP \ 35 000 15000 50,000
CANGQGIH A !
- Kelas Non VIP | 35700 | 15 300 51,000
- Kelas ViIiP ; 38 850G 15 508 55 000
CANGGIH B ‘ [ -
- Kelas Non VIP - 36 200 | *4 80C | 56.000
- Kelas VIP ‘, ae e w500 65.000
CANGGIH C | - i
- Kelas Non VIP : b D60 132%0 | 77.500
- Kelas VIP vaoter Toren 92 500
KHUSUS A
- Kelas Non VIP RV 3 00C 100.000
- Kelss VIP LI 20 25¢ 127 500
KHUSUS B8 |
- Kelas Non VIP ; G '80 38 750 132,500
- Kelas VIP . o enn 43 500 145 000
KHUSUS C ; :
- Kelas Non VIP 1y Tt 48 750 162.500
- Kalas VIP i G ¢ 750 172 500
ANALISIS GAS DARAH (BGA)
- Kelas Non VIP ! 135 000 45 000 180,000
- Kelas VIP i 157 500 , 52 500 210.000
ITINDAKAN LABORATORIUM KHUSUS i ;
(BMP) : CR RO 8¢ 00C. 200 000
CATATAN:
1 Tortt ONGahAn O atat Dalr™ 16/ ™ABE AN JAA ARILINS 'A7_A~ * =~ 1aa A tn" * *as =
2 Tindaken CITO, Duays Gna=0A™ 15™ Jar asA 2a'acn~an
B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOG! ANATOMI
[ KATEGORI PELAYANAN; L TARIP KET
TINDAKAN | Js Sarana Js Pelayanan Jumigh
SEDANG A !
- Kelas Non VIP 5 85 00 | 40 000 | 100.000
- Kolgs V2P B MCRloe) $2 006 ! 130 000
SEDANG B
- Kelas Non VIP ' 28 50 % 000 . 140.000
- Kelas VIP ‘ e loe 4 000 185,000
CANGGIH ! !
- Kelas Non VIP . 120 000 80.000 200,000
- Kelas VIP | 50 000 ' 100.000 250,000
CATATAN:

Pelayanan'éno. DiBYd 01AT™DA~ A5 *e ca” 1aka raa At A
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C. PEMERIKSAAN RADIODIAGNAOS T

b

1 Pemarikanan tigak tarmasuy batae .

2 Pelayanan Cro thaya dila~sa- s

KATEGORI PELAYATIAT; ____TARIP ET
TINDAK AL e e Polayanen [ jumian ] K —
SEDERHANA A l ,
- Kelas Non vi+ ] \ 200 : 12.000
- Kelas VIP O 'S5 400 44,000
SEDERHANA B :
- Kelaa Non vir L iy 12 600 35 000
- Kelas viP iy 6100 | 16.000
SEDERHANA C :
- Kalan Non vip L0300 14.700 42,000
- Kelas vip R ¥y 19,250 55.000
SEDANG
- Kelas Non viF . 31,000 49,000 140,000
- Kelas VIP 10,500 59.500 170,000
BESAR
- Kelas Non vip 127500 122.500 350,000
- Kelas vIP X *°0 500 199 500 570.000
CANGGIH A ; .
- Keigs Non vip ' 152,750 82.250 235,000
» Kelas VIP 175 500 94 500 270.000
CANGGIH 8 i
- Kelas Non viP : 250.000 140.000 400,000
- Kelas ViP ‘ 292 500 157.500 450,000
KHUSUS A
- Kelas Non vip 3112.000 168.000 480,000
- Kelas viP 225000 175.000 500,000
KHUSUS B
- Kelas Non vip ’ 396.500 213,500 610,000
- Kelas VIP { 422,500 227.500 650,000
D. PEMERIKSAAN CT SCAN MULTI SLICE
KATEGORI PE LAYANAN/ TARIP KET
TINDAKAN Jasa Sarana | Js Pelayanan Jumiah ‘
CANGGIH A ;
- Kelas Non vip : 312.000 168,000 480,000
- Kelas Vip Q 390000 210.000 600,000
CANGGIH B |
- Kelas Non vip ' 170.500 199,500 $70,000
- Kelas VIp F 448 500 241,500 690,000
CANGGIH C
- Kelas Non vio 442 000 238.000 680,000
- Kelas Vip 487 500 262 500 750.000
KHUSUS
- Kelas Non vIP 546,000 294,000 840,000
- Kelas VIP 524,000 338,000 960,000
E. PEMERIKSAAN MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MR}
KATEGORI PELAYANAN — TARIP KET
TINDAKAN L_Ja%3 Sarana | Js Pelayanan Jumiah :
CANGGIH A l
- Kelas Non vip “82 500 367,500 1,050,000
- - Kelas Vip U800 402.500 1.150.000
.| CANGGIH B f
- Kelas Non vip 1500 437 500 1.250,000
« Kelas VIP AN ANGC 507 8500 1.450.000
CANGGIH C i
- Kelas Non vip LS, 542 500 1 550 000
- Kelas vip LI s00! 512 500 ' 750 000
ICatatan :



F. PEMERIKSAAN RADIOTERAP!

KATEGORI PELAYANAN

T ARIP KET
TINDAKAN . . Jasn Samca s Petayanan [ Jumiah -
Radlasi Ekstorna Konvenslonal ;
Paket | '
Kuratlf ( < 25) i '
- Kelas Non VIP 3250000 50000 |  5.000.000
- Kelas VIP 5_ 3705000 * 7235 000 | 5700000
Definitif ( > 25 ) a -
. Kelas Non VIP L 20050001  2205000]  6.300.000
- Kelas VIP L 4550000 2450000  7.000.000
Pallatlf 1 !
- Kalas Non VIP 2 145 000 * 155 000 | 3.300.000
- Ketas VIP | 2470068 330000,  3.800.000
Radlokastrasi ‘ !
- Kelas Non VIP | erso0c 525000 1 1 500,000
- Kelas VIP ! T AN 57T 50C . * 550 000
Paket Il '
Kuratif ‘ : .
- Kelas Non VIP : 5 850 & % 156 000 ! 9.000.000
- Kelas VIP TeomAn TAMEI0 6500 000
Paliatif
- Kelas Non VIP 43 LITSHC . 5500000
- Kelas VIP LA SR L AN O06 * 00C.000
Paket Il
Kurstif
- Ko.as Non VIP o WLDG0O U1 700 000
- Kelas VIP " T5006, Tt 400 000
Paliatif :
- Kelas Ncn VIP S 500 vl ©55600C . 0000000 !
- Kelas VIP . coare o 20T 1T T00.00C - -—
Radlasl Eksterna High Technoloqy ;
CT Simulator f ‘
- Kelas Non VIP ‘ hGe ¢ 1A 80N 1970 000
- Kelas VIP tat e T oere * 150 000 ¢
Conformal
- Kelas Non VIP 3350 32 0%C 2.000 000
- Kelas VIP RIS T 276000 ? 500 000
Stereotactic Radlosurgery
- Kelas Non VIP 4 DT 500 £ 500 000
- Kelas VIP R Care res " 505 00C |
Stereotactic Radlothurapn.
- Kalas Non V1P LT N 1 500 000
< Kelas VIP Lo LR 4 00 00C
IMRT l
- Kelas Non VIP ¢ 585 J00 - © 435000 4.100.000
- Keles VIP. oo b 28000t csacoool  aan0000)
lriehytherapy
Ovold/Sllinder :
- Kelas Non VIP i 3.770.000 < 030.00C 5,800,000
- Kelas VIP i 4 095 CnN2 ~ 205 000 8.300.000
A HDR Intrakafliler Lengkap
- Kelas Non VIP $ 2250500 . 2-5000 6.500.000
- Kelas VIP 4 ATE 5 . F25000 7 7 500.000
B HDR Intrakafller Lengkap |
- Kelas Non VIP £ €20 030 = 500 00C +0.000,000
- Kalas VIP T 150 €00 * 850 000 | 11.000.000




KATEGORI PELAYANAN: e TTARI KET
TINDAKAN ..+Asa Satara - Js_Pelayanen Jumlah i
A Nasopharing Intraluman
- Kelas Non VIP 1258 00C 1 750.000 5,000,000
- Kelas VIP eme nes * 925 000 $.500.000
& Nasopharing Intratuman
- Kelas Non VP < H15 000 2.485,000 7.100.000
- Kelas VIP TY e 2 677 500 | 7.650.000
C Nasopharing Intraluman i
- Kalas Non VIP 4 225.00C 2.275.000 6,500,000
- Kelas VIP 48750000 2625000 7,500,000
A Payudara Implantasi i
- Kelas Non VIP 2 685000 ! 1,435,000 4,100,000
-KelasvViP AT Reloly t 540 000 4.400.000
B8 Payudara Implantasi
- Kelas Non ViP 31250000 1,750,000 5,000,000
- Kelas VIP 2878000 1925 000 5 500.000
C Payudar implantasl
- Kelas Non VIP i 1770.000 | 2.030.000 5.800,000
- Kelas VIP — e o 4095000 2,205,000 6,300,000
A Cervik Implantasi | '
- Kelas Non iP | 31770.000 2.030.000 5,800,000
- Kelas VIP : 4 295000 ° 2 205 000 6.300.000
B Cervik Implantas| ; :
- Kalas Non ViP : 5200 000 ¢ 2.800.000 8.000,000
« Kelas VIP i 5525000 2.975 000 8.500.000
C Cervik Implantaai i
- Kelas cion viP 5 175,000 3.325.000 9.500,000
- Kelas VIP §.240 000 3,380,000 9,800,000
A Udah Intedor T -
- Kelas Non ViP ' 5.200.000 2.800.000 8.000,000
- Kelas VIP i € 295000 2 905.000 8 300.000
B Lidah Intarior
- Kelas Non \IP 5915000 |  3.185.000|  9.100,000
- Kelas VIP 6,240.000 3,380,000 9,800,000
A Base of Tongue |
- Kelaa Non V1P $ 928 000 | 3,192,000 9,120,000
“'Kelas IP £ 240 000 l 3.360.000 9.600.000
B Base of Tongue
- Kelas Non VIP 5 500.000 3.500.000 | 10,000,000
- Kelaa VIP 7.150.000 3,850.000 11,000,000
Radias! Interma ,
Terapl lodium S0/2000/150 mC!I ;
- Kelas Non ViP i 455 000 245.000 700,000
- Kelas VIP 120000 . 280 000 800,000
Terap! Samarium 80 mCi
- Kelas Non VIP 380.000 210,000 600,000
- Kelas VIP 455 000 245 000 700,000
G. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN KHUSUS
KATEGORI| PELAYANAN/ | TARIP KET
TINDAKAN _ ... [ JasaSnmna | Js_Pelayanan] . Jumish B
. Keclt ; !
- Kelas Non VIP 42 000G 28.000 70.000
- Kelas VIP LN 32 000! 80.000
S&ang ;
+ Kelea Non VIP ety 38 000 | 95.000
- Kelas VIP 44 000 110 000
Besar
- Kelas Non vIP 4 o0, 52.000 130,000
- Kelas VIP o 60.000 150,000
Cangglh
- Kelas Noa VIP LRty 88 000 220,000
- Kelas VIP AN 100 000 250,000
Khusus
- Kelas Non VIP ARV TV 140.000 350,000
- Kelas VIP 240 006 | 160,000 400,000




«

H. PELAYANAN HEMODIALISIS

KATEGORI PELAYANAN? TARIP KET
TINDAKAN v__.i_Jasa Saana | Js Pelayanan Jumlah :
Hemodlallsla 4 kall . |
- Kelas Non V\P 225 000 225000 450,000
- Kelas VIP N 250.000 250.000 500,000
CATATAN:
1. Tari tindaksn di stas balum lormasys AMP gan GRAUNG 1ARARA 1 Sa4uas b AbUIyRAR t]
2. Tindakan CITO, blaye dnsTna™ 35% 2a- .a8a naaya-a-
. PELAYANAN CAPD { Continous Ambulatory Parlitonnal Dinlyals )
KATEGORI PELAYANAN L TARIP KET
TINDAKAN —w__} Jasa Sarana ! Js Pelaysnan Jumiah i
TINDAKAN MEDIK SBEDERHANA ; i
- Kelas Non VIP i 12.50C | 12,500 25,000
- Kelas VIP ‘ Jeana 20 000 40,000
TINDAKAN MEDIK KECIL
- Kelas Non ViP \ 6 o0 15,000 30,000
- Kelas VIP : 26007 25000 50.000
TINDAKAN MEDIK SEDANG :
- Kelas Non VIP 42 50C 42.500 85,000
- Kelas VIP [ 5G 000 50.000 100,000
TINDAKAN MEDIK BESAR :
- Kelas Non ViP- ..} 50,000 | 60,000 120,000
- Kelas VIP ) 75000 | 75.000 150,000
TINDAKAN MEDIK KHUSUS p
- Ketes Non ViP 400 000 | 400.000 800.000
- Kelas VIP , 500 000 | 500.000
Catatan ; '
1 Tor trdaban & sumn baa s~ thm=pags AMD 2p- e R R L - LTI R P IPO P
?2 Neoakan CITO bwva d a~tar IS 3ac ava temnync A
IX. PEMERIKSAAN PELAYANAN REHABILITAS!I MEDI¥ DAN MENTAL
KATEGOR) PELAYANAN/ TARIP KET
TINDAKAN .1 JasaSamna ! Js Pelayanan |  Jjumiah i
SEDERHANA : !
FISIOTERAPI : |
- Kelas Non VIP MR Y) T 000 14,000
- Kelas VIP v 5 000 l 18.000
TERAP! WICARA i
- Kelas Non VIP S 7020 14,000
- Kelas VIP S 5000 | 18.000
TERAP! OKUPASI . ' ‘
- Kelas Non VIP ; T 000 7.000 14,000
- Kelas VIP , 200G | 9.000 18.000
PSIKOLOG! : :
- Kelas Non VIP . 7 20C 1000 14,000
- Kelas VIP f Sans 9 000 18.000
PSM :
- Kelas Non VIP Cey 7.000 14,000
- Kelas ViP . g w0 3000 18.000
ORTOTIK : i
- SEDERHANA )
" < Kelas Non VIP goens 5 500 13.000
+ Kelas VIP Ot 9 500 19 000
SEDANG ‘ i
- Kelas Non VIP ‘ ceoenr 15 500 | 31 000
- Kelas VIP TR 18 500 | 37.000
BESAR '
- Kalas Non V1P fra 50 000 | 100.000
- Kelas VIP v 62 500 125 000
CANGGIH
- Kelas Non VIR CRTLAY 187,500 375,000
- Kelaa VIP Y12 500 312.500 625.000




c,

Harge Obalt

KATEGORI PELAYANAN. TARIP : T
TINDAKAN . =227 | X Pelayanan Jumiah | KE
SEDANG |
FISIOTERAP! |
- Kelas Non vip 12 500 25.000
- Kelas VIP TL00 38 000
TERAPI WICARA
- Kelas Non V1P S '2 500 25.000
- Kelaavie ... "a000 38 000
TERAP] OXUPAS)
- Kelas Non viP i "2 500 25.000
- Kelas viP RSN 19 000 38.000
PSIKOLOG! :
- Kelas Non ViIP : 12 HOY 12,500 25.000
- Kelas VIP IR *9 000 38.000
PSM i ;
- Kelgs Nen VIP ; 2 500 | 12.500 25,000
- Kelas VIP TG00 19 000 38.000
PROTESA l
SEDERHANA i
- Kelas Non VIP ‘ 37 500 37.500 75.000
« Kelas Vip l 50 000 | 50.000 100.000
SEDANG ! ‘
- Kelaa Non vIP LNelo g ?5 000 150.000
- Kelas VIP £ %3 500 187 000
BESAR ‘
- Kelas Non VIP g7 500, 187.500 375.000
- Kelaa VIP I8 607 250 000 500.000
CANGGIH
- Kelas Non vIP 375 00C 375 000 750,000
- Kelas viP 500 000 500.000 1,000,000
Terapi Massage 10.000 15,000 25,000
Hidrotarapi : 15,000 15.000 30,000
Fitness (PerJdom) . ”_L ... 10,000 10,000 20,000
KHUSUS ’ [
1. Permbuatan Aasistive [ [
Device (Alat Bantu ASOL) | 21000 8250 41.250
2, Pefabusatan Splint Anak :
(Bahan Gips). ! 128 506 33.750 168,750
3. Pembuatan Splint Dewsssa ] :
(Bahan Gips). 2000 43250 | 216.250
4. Pembuatan Splint Anak : '
(Bahan Orthoplast). ’ 235 ¢O S8 750 293,750
§. Pembustan Splint Dewasa I
Behan'0 ast). el 2a100C 60,250 301,250
PELAYANAN REHABILITASI NARKOBA ;
A. KONVENSIONAL l 5C 006 | 15.000 75.000
B. DETOKSIFIKAS! ! :
» Kelas Non VIP i 350 000 ! 87.500 437,500
- Kelas VIP ! 550 000 : 137,500 687.500
Catatan ;
1. Pelayanan konsunasi namoba xonvensioral oo = a-
2. Polsyanan konsuRasi A obA dator 32 A an- +- e o
X. FARMAKOLOGI KLINIK / FARMASI
TARIP
KATEGORI PELAYANAN . i__ga;n_ﬁa_qy_\n_': Js Pelayanan Jumiah KET

15%

125%
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Xl. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK
A. PELAYANAN LAUNDRY DAN STERILISASI

1 TARIP
KATEGOR! PELAYANAN {Jas3 Sarana | Js_Pelayanan Somian KET.
1. Biaya cuclan Linen per kg : 5 00C 4.000 10.000
2. Blaya sterilisasi alat per Xg : 15000 | 10.000 25,000
3. Dressing set per set ' 500C | 4.000 10,000
Catatan :
1. Blaya cucian linen dan biaya slenlsas. 318t dertany unluy DOIAYANAR Jar luar ruman sakn
2. Dressing set dikenakan pada pasien yang menggunaran fe.a.a-a~ Jress.ng se!
3. Pelayanan Cho,biaya drtambah 35% 3an jasa pelava~a
Xil. PELAYANAN LAIN-LAIN.
A. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH I MEDICO LEGAL
1. PELAYANAN / TINDAKAN OPERATIF
KATEGORI! PELAYANAN/ TARIP. KET
TINDAKAN o Jasa Sarana | Js Pelaysnan |  Jumish '
Pemeriksaan Outopsi ;
- Kelas Non VIP 250 00G 250.000 500,000
- Kelas VIP . . 300000 ! 300,000 600,000
Pemaeriksaan Toksikologi par Jeais ! '
- Kelas Non VIiP i 55 900G . 50.000 100,000
- Kelas VIP | 75000 [ 75000 150,000
Sewa Rumah Duka (per hen) 5 1 250 000 750.000 2,000,000
2. PELAYANAN / TINDAKAN NON QPERATIF
KATEGORI PELAYANAN . THRIP KET
TINDAKAN . Jasa Satata o Pelayanan i Jumiah | -
Porawstan Jenazah
- Kelas Non \IP "D6 100 000 | 200.000
- Kelas VIP ‘ TS 150 000 300.000
Penitipan Jenazah dan RSMS.pa” na: : :
- Kelas Non \IP G000 83 00 100.000
« Kalas VIP . SO0 75000 . 150.000
Penitipan Jenazah dan luar RSMS per har ' |
- Kelas Non ViP i 52 500 52 500 | 125,000
- Kelas VIP : RLUN Y 92 00C . 180.000
Pemeriksaan luar jenazah fideni:fras ‘ara2a- . nemparsann :
- Kelas Non VP *5C 028 10G.00C 200,000
- Kelas VIP Ry 150 00C i 300.000
Konaervas| ‘ i
- Kelas Non VIP SN0 150.000 300.000
- Kelas VIP ST 200.000 , 400,000
Rekontruks| jenazah
- Kelss Non VIP *25 000 125.000 250.000
- Kelas VIP S D *50 000 300.000
Pengawetan jenazah WNI N ARV 250 000 ! 500.000
Pengawetan jenazah WNA, . - 5 300 000 ! 300,000 1 600,000
Catatan ™ '
1" Blays DANSA 0aN BIAT NS DAPA: yARG S7Ac 0an ==a -2 a-aar 1 ue a VA iuRan n
3. PELAYANAN MEDIKO LEGAL
KATEGORI! PELAYANAN/ . TARIP KET
TINDAKAN oo . .. l_dasaSara~a - s Palgyanan Jumiah ’
Visum Et RepertumV Pemen¥saanr ;
medikolegal (PPKPA) .
- Kelas Non VIP T8 000 75 000 150,000
- Kelas IP . a ... .t3s00C 100,000 200,000
Surat Keterangan Dok!er- L 22 500 | 45.000
Surat Keterangan Lah.¢ ' 15000 15.000 30.000

PO
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B. PELAYANAN INSTALASI KESERATAN LINAOKF UG AL

KATEGORI! PELAYANAN: L TARIP KET
TINDAKAN i_Jasa Samana | Js Pelayanan Jumiah
’ampah Medis/ Kg : T 00e 5.000 12,000
Nerilisasi ruang dg UV vIP T 850 7.500 15,000
‘ogging VIP : Rt 15,000 32,000
Yelayanan di luar RS
.. Fogging rueng / 30 M 2 24 000 ¢ 16.000 40,000
! Pencahayaan | 4 80C 1200 8.000
. Keblsingan _ $ 000 6 000 15,000
1. Kadar debu : 15000 13 000 25.000
i Gas Co ' 6.000 | 4,000 10.000
i Suhu, Kelembaban I 12 000 ! 8.000 20,000
" Jumlah kumean udara 24.000 16.000 40,000
. Koliform air 18 000 | 12.000 30.000
-Kuman linen / dinding / lantai / alat mkn 21006 . 14.000 , 35,000
staten : Pelaksanaan fogging cito (diluar 1am kerjai biaya dtamban 25 % dan jasa pelayanan
C. PELAYANAN INSTALASI AMBULANCE / MOBIL JENASAH
TARIP NP Pendamping/ong/hi
KATEGORI PELAYANAN Js_Serana | Js Pelayanan Jumlah dokter | perawat |
.DALAM KOTA | |
- Ambulance Non AC 1 30 000 | 20.000 50.000 | 150000 | 100,000 |
- Ambulance ber AC ______l___ L.2B000 0 24000 60,000 | 150,000 | 100.000
.LUAR KOTA ‘ |
- Ambulance Non AC/KXm-pp ' 3000 2 000 5.000 | 20.000 | 130.000
- Ambulance bet AC/Km-pp 39800, 2,600 8,500 | 250,000 | 180,000
MENUNGGU (per Jam) 10.000 10.000 20.000
D. PELAYANAN MEDICAL CHECK UP
KATEGORI PELAYANAN/ | TARIP KET
... TINDAKAN Jasa Sarana | Js Pelayanan Jumlah ’
ket Sederhanan 175 000 175.000 350,000
ket Standar 400,000 400,000 800,000
ket VIP 750.000 750,000 1,500,000
krutment Pegawai 200.000 | 200 000 400,000
' ‘
E. PELAYANAN DARAH
KATEGORI PELAYANAN/ TARIP KET
TINDAKAN ..Jasa Sarara | Js Palayanan Jumlah
{COLE BLOOD :
- Kelas Non VIP g 30 000 20 000 | 50.000
- Kelas VIiP Rl el 24000 i 60.000
CK RED CELL, -. :
- Kelas Non VIP azl 28 {00 70.000
- Kelas ViP a0 12000 . 80 000
L DARAH ABO & RHESUS
+Kelas Non VIP s 5007 15.000
- Kelas VIP oo 3 000 20.000
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F. PELAYANAN POLIKLINIK ALERG)

Wi

KATEGOR]| PELAYANAN.' .__ TARIP KET
TINDAKAN .Jasa Sarana | Js Pelayanan Jumlah
Konsultas, 25000 | 25.000 50,000
Tes Eosinoph 19000 | 19.000 38,000
Alergen Hirup . 44 00¢ } 44,000 88.000
Alergen Makanan : 44 0078 44 000 88.000
G. PELAYANAN INSTALAS) Gizi
KATEGOR]| KONSUL | TARIP
. KHUSUS | _Jass Sarang | Js_Pelaysnan Jumlah KET.
Paslen Rawat Jalan, | f
KonsuRas! Glzi Umym ; Askes | 5 00¢ ! 5 000 10,000
KonsuMasi Gizi VIR /Khusys/gore " > s0¢ | 7.500 15.000 |
Paslen Rawat Inap, i ?
Konsultasi Gizj Non vip 5000 | 5.000 10,000
Konsuhasl Giz) vip 7500 ; 7.500 15,000
M. PELAYANAN KONSULTASI FARMAS]
KATEGOR] KONSUIL | TARIP KET
KHUSUS hasa Serana | Js Pelayanan Jumiah )
Paslen Rawat Jalan, ]- 520¢ | 5.000 10,000
Pasien Rawat lnap, i ;
Konsultasi Farmasi Non vip =' 5.00C 5.000 10,000
Konsultasi Farmasi vip ] 7500 ; 7.500 | 15,000
. PELAYANAN KLUIMIK KESEHATAN JiIwA
. KATEGOR| PELAYANAN 7 TARIP KET
L ___TINDAKAN | _Josa Sarana | Js Polayanan Jumlah :
Psiklatris tes (WA . Mensons . Eysink Tes!) J 37 500! 37.500 75.000
Palkoternpi {Cognmt Reanty . Supoomve . )
Therapy ) : 37 500: 37 500 75,000
Interview Awal . 25 000! 25.000 $0.000
MMPL . 2 &4 000! 00.000 150.000




